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WALIKOTA SURABAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 53 TAHUN 2003

TENTANG

KRITERIA DAN TATA CARA
PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL

WALIKOTA SURABAYA,

. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Walikota Surabaya

Nomeor 26 Tahun 2003 tentang Baniuan Prasarana, Sarana dan
Dana Kepada Murid, Ormas, Orprof dan LSM di Kota Surabaya,
petiu mengatur Ketentuan Kriteria dan Tata Cara Pemberian
Bantuan Sosial ;

. bahwa sehubungan dengan ha! tersebut pada huruf a di atas,

periu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang
Kriteria dan Tata Cara Pembarian Bantuan Sosial .

. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950  tentang

Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Timur/lawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa
Yogyakanta yang telah diubah dengan Undang-undang’ - Nomor
2 Tahun 1965;

. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tfentang Kefentuan-

ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosiat;

. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi

Kemasyarakaian,

. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tantang Pemerintahan

Daerah:

. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang

Organisasi Dinas Kota Surabaya;

. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2001 tentang

Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan
Perempuan Kota Surabaya;

. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 26 Tahun 2003 tentang

Bantuan Prasarana, Sarana dan Dana Kepada Murid, Ormas,
OQrprof dan LSM di Kota Surabaya;
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MEMUTUSKAN .

: KRITERIA DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN

SOSjAL ;

BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1.

2
3.
4

10.

11.

Dasrah, adalah Kota Surabaya;

. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kota Surabaya;

Kepala Daerah, adalah Walikota Surabaya;

. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan

Perempuan Kota Surabaya;

Lembaga/organisasifkegiatan keagamaan, adalah
organisasi/kegiatan yang dibentuk atau dilakukan oleh
masyarakat dalam menyelenggarakan kegiatan keagamaan ;

Lembaga/crganisasi/kegiatan kepemudaan, adalah
ofnenisaciilagiat, 7 yang dikentuk atau dilakukan  oleh
masyarakat dalam menyelenggarakan kegiatan kepemudaan;

Lembaga/orgenisasitkegiatan sosial, adalah Lembaga/
orgonisasifkegiatan yang dibentuk atau dilakukan oleh
masyarakat dalam menangani masalah sosial;

Lembaga/organisasifkegiatan pemberdayaan perempuan,
adzlah organisasifkegiatan yang dibentuk atau dilakukan oleh
masyataket dalam menyelenggarakan kegiatan
pemberdayaan perempuan;

L embaga/organisasi/kegiatan olah raga, adalah
organisasi’kegiatan yang dibentuk oleh masyarakat dalam
menyelenggarakan kegiatan keolahragaan;

Perorangan, adalah penduduk Kota Surabaya yang dibuktikan
dengan kepemiiikan kartu tanda penduduk atau tanda
pengenal lainnya;

Bantuan, adalah pemberian bantuan berupa uang atau barang
kepada i.embaga/organisasi’kegiatan atau perorangan yang
memaeatiukannva guna mendukung kegiatannya sebagai wujud
partisipasi dalam pembangunan;,
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BAE Il
KRITERIA PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 2

L embaga/organisasi/kegiatan yang dapat menerima bantuan
adaiah :

a. Lembaga/crganisasi/kegiatan keagamaan antara lain
masjid, musholla, pondok pesaniren, gereja, wihara,
pura dan tempat ibadah atau kegiatan keagamaan
lainnya ;

b. Lembaga/ecrganisasi/kegiatan kepemudaan antara lain
Komite Nasional Pemuda indonesia dan Karang Taruna ;

O

Lembaga/organisasi/kegiatan  sosiai antara lain panti
asuhan, panti jompo dan pondok kusta;

d. Lembaga/organisasi/kegiatan pemberdayaan perempuan
antara lain PKK, women crissis center dan persatuan
pembanty;

e. Lembaga/organisasi’kegiatan Olah Raga antara lain
Komite Glah Raga Nasional indonesia;

Bantuan Perorangan diberikan kepada fakir miskin, orang
yang tidak mampu, iemah fisik atau mental serta orang
teriantar.

BAB It
TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN

Rasal 3

Bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 hanya
diberikan kepada Lembaga/organisasi/kegiatan atau
perorangan yang belum pernah menerima bantuan
sebelumnya dari Pemerintah Daerah pada ¥ahun Anggaran
yang sama, kecuali telah mendapat persetujuan dari Kepala
Daerah ;

Pengajuan permohonan bantuan secara tertulis ditujukan
kepada Kepala Dinas dengan memenuhi ketentuan dan
persyaratan yang berlaku ;

Syarat-syarat permohonan yang  diajukan  oleh

iembaga/organisasi :

a. Surat permohonan ditandatanganj oleh Ketua
Lembaga/organisasi kepada Kepaia Dinas dilampiri
proposal kegiatan dan program kerja;
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b. Surat Meterangan davi BT, RW dan Lurah setem;at

¢. Kart: Tenda Penduduk Surabaya tempat domigii Kstua

Crganisasi/Lembaga:

Mmasyaraxkat

g. Karnu Tanda Pendudui Kota Surabaya

h  Surat Pan antar RT RRAS dar | uran satamnat:
LoFRer D 0 Arakgnarakeal PV, Aw Y WL i ST Ry

BAB IV
BENTUK PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 4
(1) Pemberian bantuan dapat berupa uang atau harang,

{2) Pemberian bantuan kepada Lembaga/Organisast yang
berupa uang dibertkan sebanyak-banyaknya
Fp 5.000.000,00 (Lima juta rupiah);

{3} Pemberion bantuan kepada warga masyarakat yang berupa
uzhg diberikan sebanyak-banyaknya Rp. 250.060,00 {Dua
ratus fima ouluh riby ropiah) |

{4) Pemherian bantuan kevangan vang melebihi
keieniuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(31, harus mendapat persetujuan terulis dari Kepalz Daerah,

A L 1
(5; Pemberia
&

.
SeSLE

r bantuan berupa barang/bahan materia! diberikan
sgrnya niiat bahiuan wang;

{8) Pemberian hantuan untuk korban bencana akan diatur
lebin lanjut sesuai dengan keteniuan yang beriaku.

BAB V

PEMBEBANAN
Pasal &

Pemberian bantuan  kepada Lembaga/Organisasi/ ‘Warga
Masyarakat dicebankan pada Anggaran Pendapatan dan Beianja
Daerah Kota Surabaya {Anggaran Dinas Sosial d2n

L O W o

Pembeidayaan Perempuan Rota Surabayaj.
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasa! &
Keputusan ini mulai berlaku pada tangga! diundangkan :
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan peng-

undangan keputusan ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 7 Nopember 2003
WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

- Diundangkan di Surabaya

Pada tanggal 10 Nopember 2003
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA
ttd

SUKAMTO HAD!

. LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2003 NOMOR 41/D2.

Salinap sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya

e

. ‘Kepala Bagian Hukum

. _ﬁ__hg_!-_yg $ISWANTO ANWAR
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